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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang mengamanatkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
paling lambat dilaksanakan pada tahun 2015, berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten
Wonosobo pada tahun 2015 adalah pertama kalinya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
barbasis akrual.

Kemudian sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut Pemerintah
Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan. Kebijakan akuntansi betujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan
pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran dan antar periode

4.1.  Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan
pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan,
satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung
jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai
kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun
laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Wonosobo :

a. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten
Wonosobo yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing
— masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD
terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya
disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) untuk
digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya
entitas akuntansi, dapat digambarkan dalam tabel 1V.1 di bawah ini :

Tabel IV.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Sebelum 17 April 2015

NO KODE SKPD
1 2 3

1. 1.01.01. | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2. 1.02.01. | DINAS KESEHATAN
3. 1.02.02. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4. 1.03.01. | DINAS PEKERJAAN UMUM
5. 1.06.01. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6. 1.07.01. | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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NO KODE SKPD
1 2 3
7. 1.08.01. | BADAN LINGKUNGAN HIDUP
8. 1.10.01. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9 1.12.01. | BADAN KELUARGA BERENCANA
10. 1.13.01. | DINAS SOSIAL
11. 1.14.01. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12. 1.15.01. | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
13 1.19.01. | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
14. 1.19.02. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
15. 1.20.01. | DPRD
16. 1.20.02. | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
17. 1.20.038. | SEKRETARIAT DAERAH
18. 1.20.04. | SEKRETARIAT DPRD
19. 1.20.05. | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
20. 1.20.06. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
21. 1.20.07. | INSPEKTORAT KABUPATEN
22. 1.20.08. | KANTOR UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
23. 1.20.09. | KECAMATAN WONOSOBO
24. 1.20.10. | KECAMATAN KERTEK
25. 1.20.11. | KECAMATAN SELOMERTO
26. 1.20.12. | KECAMATAN LEKSONO
217. 1.20.13. | KECAMATAN WATUMALANG
28. 1.20.14. | KECAMATAN MOJOTENGAH
29. 1.20.15. | KECAMATAN GARUNG
30. 1.20.16. | KECAMATAN KEJAJAR
31. 1.20.17. | KECAMATAN KALIKAJAR
32. 1.20.18. | KECAMATAN SAPURAN
33. 1.20.19. | KECAMATAN KEPIL
34. 1.20.20. | KECAMATAN KALIWIRO
35. 1.20.21. | KECAMATAN WADASLINTANG
36. 1.20.22. | KECAMATAN SUKOHARJO
37. 1.20.23. | KECAMATAN KALIBAWANG
38. 1.20.24. | KELURAHAN WONOSOBO BARAT
39. 1.20.25. | KELURAHAN WONOSOBO TIMUR
40. 1.20.26. | KELURAHAN JLAMPRANG
41. 1.20.27. | KELURAHAN KEJIWAN
42. 1.20.28. | KELURAHAN SAMBEK
43. 1.20.29. | KELURAHAN MLIPAK
44, 1.20.30. | KELURAHAN PAGERKUKUH
45. 1.20.31. | KELURAHAN ROJOIMO
46. 1.20.32. | KELURAHAN KRAMATAN
47. 1.20.33. | KELURAHAN TAWANGSARI
48. 1.20.34. | KELURAHAN JARAKSARI
49. 1.20.35. | KELURAHAN BUMIRESO
50. 1.20.36. | KELURAHAN KALIANGET
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NO KODE SKPD
1 2 3

51. 1.20.37. | KELURAHAN KERTEK
52. 1.20.38. | KELURAHAN WRINGINANOM
53. 1.20.39. | KELURAHAN SELOMERTO
54. 1.20.40. | KELURAHAN WONOREJO
55. 1.20.41. | KELURAHAN LEKSONO
56. 1.20.42. | KELURAHAN WONOROTO
57. 1.20.43. | KELURAHAN KALIBEBER
58. 1.20.44. | KELURAHAN MUDAL
59. 1.20.45. | KELURAHAN ANDONGSILI
60. 1.20.46. | KELURAHAN GARUNG
61. 1.20.47. | KELURAHAN KEJAJAR
62. 1.20.48. | KELURAHAN KALIKAJAR
63. 1.20.49. | KELURAHAN SAPURAN
64. 1.20.50. | KELURAHAN KEPIL
65. 1.20.51. | KELURAHAN KALIWIRO
66. 1.20.52. | KELURAHAN WADASLINTANG
67. 1.21.01. | KANTOR KETAHANAN PANGAN
68. 1.22.01. | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
69. 1.24.01. | KANTOR ARSIP
70. 1.26.01. | KANTOR PERPUSTAKAAN
71. 2.01.01. | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
72. 2.01.02. | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
73. 2.02.01. | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
74. 2.04.01. | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
75. 2.07.02. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut Kketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal
ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini
adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Wonosobo.

2. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Wonosobo sebagai berikut :

a. Entitas Akuntansi adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se
Kabupaten Wonosobo sebagaimana tabel 1V.2 berikut:

Tabel IV.2
Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2015

NO KODE SKPD
1 2 3
1. 1.01.02. | DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2. 1.02.01. | DINAS KESEHATAN
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NO KODE SKPD
1 2 3

3. 1.02.02. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SETJONEGORO
4. 1.03.02. | DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
5. 1.03.03. | DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
6. 1.06.01. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7. 1.07.02. | KANTOR PERHUBUNGAN
8. 1.08.02. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9 1.10.02. | KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

10. 1.12.02. | BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

11. 1.14.02. | KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

12. 1.15.02. | KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH

13 1.16.01. | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIINAN
TERPADU

14. 1.19.03. | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

15. 1.19.04. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

16. 1.19.05. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

17. 1.20.01. | DPRD

18. 1.20.02. | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

19. 1.20.03. | SEKRETARIAT DAERAH

20. 1.20.04. | SEKRETARIAT DPRD

21. 1.20.07. | INSPEKTORAT KABUPATEN

22. 1.20.09. | KECAMATAN WONOSOBO

23. 1.20.10. | KECAMATAN KERTEK

24. 1.20.11. | KECAMATAN SELOMERTO

25. 1.20.12. | KECAMATAN LEKSONO

26. 1.20.13. | KECAMATAN WATUMALANG

27. 1.20.14. | KECAMATAN MOJOTENGAH

28. 1.20.15. | KECAMATAN GARUNG

29. 1.20.16. | KECAMATAN KEJAJAR

30. 1.20.17. | KECAMATAN KALIKAJAR

31. 1.20.18. | KECAMATAN SAPURAN

32. 1.20.19. | KECAMATAN KEPIL

33. 1.20.20. | KECAMATAN KALIWIRO

34. 1.20.21. | KECAMATAN WADASLINTANG

35. 1.20.22. | KECAMATAN SUKOHARJO

36. 1.20.23. | KECAMATAN KALIBAWANG

37. 1.20.24. | KELURAHAN WONOSOBO BARAT

38. 1.20.25. | KELURAHAN WONOSOBO TIMUR

39. 1.20.26. | KELURAHAN JLAMPRANG

40. 1.20.27. | KELURAHAN KEJIWAN

41. 1.20.28. | KELURAHAN SAMBEK

42. 1.20.29. | KELURAHAN MLIPAK

43. 1.20.30. | KELURAHAN PAGERKUKUH
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NO KODE SKPD
1 2 3

44, 1.20.31. | KELURAHAN ROJOIMO
45. 1.20.32. | KELURAHAN KRAMATAN
46. 1.20.33. | KELURAHAN TAWANGSARI
47. 1.20.34. | KELURAHAN JARAKSARI
48. 1.20.35. | KELURAHAN BUMIRESO
49. 1.20.36. | KELURAHAN KALIANGET
50. 1.20.37. | KELURAHAN KERTEK
51. 1.20.38. | KELURAHAN WRINGINANOM
52. 1.20.39. | KELURAHAN SELOMERTO
53. 1.20.40. | KELURAHAN WONOREJO
54. 1.20.41. | KELURAHAN LEKSONO
55. 1.20.42. | KELURAHAN WONOROTO
56. 1.20.43. | KELURAHAN KALIBEBER
57. 1.20.44. | KELURAHAN MUDAL
58. 1.20.45. | KELURAHAN ANDONGSILI
59. 1.20.46. | KELURAHAN GARUNG
60. 1.20.47. | KELURAHAN KEJAJAR
61. 1.20.48. | KELURAHAN KALIKAJAR
62. 1.20.49. | KELURAHAN SAPURAN
63. 1.20.50. | KELURAHAN KEPIL
64. 1.20.51. | KELURAHAN KALIWIRO
65. 1.20.52. | KELURAHAN WADASLINTANG
66. 1.20.53. | DINAS PENDAPATAN DAERAH
67. 1.22.02. | KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
68. 1.24.02. | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
69. 2.01.03. | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
70. 2.04.02. | KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
71. 2.07.02. | KANTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut Kketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan adalah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah SOTK berada di Bagian Keuangan
dan Aset Daerah Setda Kabupaten Wonosobo.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonosobo adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan
ekuitas, namun dalam hal penganggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
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4.3.

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis kas yang diterapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam
bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan
basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka
LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan daerah meliputi basis pengukuran Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan
Beban.

4.3.1 Pengukuran Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
Berikut adalah Pengukuran aset menurut Kklasifikasinya:
1. Aset Lancar
Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal yang terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang,beban dibayar dimuka, persediaan, dan aset untuk dikonsolidasikan.
a. Kas dan Setara Kas.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal
artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam
bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.
b. Investasi Jangka Pendek.
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang
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artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai
dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang yang tidak memiliki
pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau
nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi
jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga
transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli,
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka
perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka
investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan
nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu
sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar,
maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai
wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh
investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan
dicatat sebesar nilai nominalnya.

C. Piutang.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah

dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai

akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari

seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Berikut adalah

pengukuran piutang sesuai dengan jenis dan asal usulnya:

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan
perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan
berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
atau

b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan
terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP)
yang mengajukan banding; atau

C) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses
banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis
tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai
berikut:
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3)

4)

5)

a)

b)

d)

Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang
dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa
barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal
pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah
perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,
denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman
lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui
adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya
lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum
dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian
dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai
piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian
kemitraan.

Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa
yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode
pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka
yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a)

b)

c)

Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum
diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap
tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer
yang berlaku;

Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum
diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari
Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah
diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang
dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a)

b)

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh
tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam
12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan;
Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan
dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap
Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal
tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan
kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis
piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
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6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan
penghapusbukuan (write down).

7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
(net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang
dengan penyisihan piutang.

8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan
klasifikasi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;
b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c) Kualitas Piutang Diragukan;

d) Kualitas Piutang Macet.

9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan
cara pemungut pajak yang terdiri dari:
a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment);

dan
b) Pajak  Ditetapkan  Oleh Kepala Daerah (official
assessment).

10) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan

sebagaimana Tabel V.3 berikut:

Tabel IV.3
Penggolongan Kualitas Piutang
KUALITAS
NO JENIS PIUTANG PIUTANG UMUR PIUTANG
1 2 3 4
1 PAJAK dengan  Self | Lancar Kurang 1 Tahun
Assesment
Kurang Lancar | 1 s/d 2 Tahun
Diragukan Diatas 2 s/d 3 Tahun
Macet Diatas 3 Tahun
2 PAJAK dengan Official | Lancar Kurang 1 Tahun
Assesment
Kurang Lancar | 1 s/d 2 Tahun
Diragukan Diatas 2 s/d 3 Tahun
Macet Diatas 3 Tahun
3 Piutang Bukan Pajak | Lancar 0s/d 1 Bulan
Khusus Untuk Obyek
Retribusi Kurang Lancar | Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan
Diragukan Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan
Macet Lebih dari 12 Bulan
4 Piutang Bukan Pajak | Lancar Belum dilakukan pelunasan s/d
Selain Yang Disebutkan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
Retribusi Kurang Lancar | Apabila dalam jangka Waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal
surat penagihan pertama tidak
dilakukan pelunasan
Diragukan Apabila dalam jangka Waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal
surat tagihan kedua tidak dilakukan
pelunasan
Macet Jika piutang yang dalam jangka
Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
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KUALITAS
NO JENIS PIUTANG PIUTANG UMUR PIUTANG

1 2 3 4

tanggal surat tagihan ketiga tidak
dilakukan pelunasan, atau piutang
telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Daerah/Negara

5 TP-TGR Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas
piutang tersebut diatas.

Pemberhentian Pengakuan

11) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat
dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.
Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara
membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga
tagihan tersebut selesai/lunas.

12) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal
dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-off) dan
penghapusbukuan (write down).

13) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar
nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable
value-nya.

14) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus
kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk

pengalihan pencatatan  dari intrakomptabel menjadi
ekstrakomptabel.
15) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi

penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat
berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang
untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara
merupakandokumen yang sah untuk bukti  akuntansi

penghapusbukuan
16) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih

besar daripada kerugianpenghapusbukuan.

(1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan
keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2 Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang
penurunan ekuitas.

3 Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk
mencatat hal-hal yang takmungkin terealisasi

tagihannya.
b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari
penghapusbukuan pada neraca pemerintah

daerah,sebelum difinalisasi dan diajukan kepada
pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

C) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas
tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata
dan atau hapus buku (write off). Pengambil keputusan
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penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak
berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk
dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas
melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

d) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan
berbagai  kriteria, prosedur dan kebijakan yang
menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi
pemerintah secara hukum dan ekonomik.

e) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
d. Beban Dibayar Dimuka.

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk
membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga
menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas

yang dikeluaran/ dibayarkan.

e. Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pengukurannya
adalah sebagai berikut:

1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka
pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan
menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi
terakhir/nilai wajar.

2) Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian,
biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan
meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar
aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar
(arm length transaction).

f. Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya

hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara

SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu
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rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi
PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi
SKPD.

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang
terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama
dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan
penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

2. Aset Non Lancar
Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,
dan aset lainnya.

a.

Investasi Jangka Panjang

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana

cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah

investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang
yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka
panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal
pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi
harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang
timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka
panjang untuk Investasi nonpermanen vyaitu:

a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan
investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan

perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka
penyehatan perbankan.

c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek
pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya
pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk
perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam
rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahkan ke pihak ketiga.

d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari
pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi
yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya
perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga
perolehannya tidak ada.

e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang
dibayar dengan mata uang asing yang sama harus
dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar
(kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal
transaksi.
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3)

4)

5)

f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana
bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola
dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna
Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan
meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net
Realizable Value).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama

periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil

yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau

didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan

penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi

(carrying value) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode

yaitu:

a) Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

b) Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga
perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan
dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi
(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari
20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi
tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan
tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai
50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari
50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali
dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah
akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian
terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah
porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta
revaluasi aset tetap.

C) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika
Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih
yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
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kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu
dekat.
b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengukuran Aset Tetap Adalah sebagai berikut:

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan.

3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan
suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten
dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya
diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya,
bukan pada saat perolehan awal.

4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak
eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku,
tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi.

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan. Komponen Biaya Perolehan
dapat diuraikan pada Tabel V.4 sebagai berikut:

Tabel 1V.4
Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap
Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan
Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.

Peralatan dan Mesin pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan

Gedung dan Bangunan harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan, & biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain
Instalasi yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai
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Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan

Aset Tetap Lainnya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset
tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui
kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui
swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi
biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

6) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi
sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold.
Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset
tetap.

7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan
suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak
dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset
atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga

pembelian.
Penilaian Awal Aset Tetap
9) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai

suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

10) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

11)  Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi,
pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas
Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan
pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan
surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12)  Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan
pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

13) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan
pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum
(fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya
Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat
penguasaannya berpindah.
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14)

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai
berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah
Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam
BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada
saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

15)

16)

17)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau
pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset
yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang
dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara
kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki
nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai
tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan
bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang
dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-
nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-
bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang
diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk
pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.
Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas,
maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan
tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

18)

19)

20)

21)

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa
persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan
non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk
digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan
apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara
hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah
daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset
tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset
tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap
dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset
donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan
operasional.
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Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

22)

23)

24)

25)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent
expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan
awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat
berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan
besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja
yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap
atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi)
pada aset yang bersangkutan.
Suatu  pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran
pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh Kriteria
sebagai berikut:
a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

@ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

2 bertambah umur ekonomis, dan/atau

3 bertambah volume, dan/atau

4 bertambah kapasitas produksi
b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset

tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal

kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (capitalization

thresholds).
Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat
atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas / volume, peningkatan efisiensi,
peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja
adalah pemeliharaan / perbaikan / penambahan yang merupakan
pemeliharaan rutin / berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan
hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi
baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau
mempercantik suatu aset tetap.
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds)
diatur tersendiri dengan peraturan bupati.

Penyusutan

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus
(straight line method).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam
pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam
neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle
disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang
direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
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a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola
Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.

32) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan
terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan
lebih rinci pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun
2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Wonosobo.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

33)  Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan
karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian
aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

34)  Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian
aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap
gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi
dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

35)  Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat
ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.

c. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisinkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi

dalam satu tahun anggaran. Pengukuran Dana Cadangan adalah sebagai

berikut:

1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan.

2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
bersangkutan

3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang
bersangkutan.

4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Aset Lainnya

1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar
nilai wajar pada saat perolehan.

2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan
nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan.

3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai

nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
38



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015

4)

5)

6)

7)

atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2K)

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

dinilai berdasarkan:

a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan
dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat
sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih
yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada
saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling
berdaya uji.

b) Dana  yang ditanamkan Pemerintah dalam
Kerjasama/Kemitraan  dicatat  sebagai  penyertaan
Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana
yang diterima ini sebagai kewajiban.

C) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada
pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai
bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset
tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau
paling berdaya uji.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga

yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak

Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud

tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan
mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperolen Aset Tidak  Berwujud dengan

pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak,
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara

langsung adalah:

@ Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

2 Biaya professional yang timbul secara langsung
agar aset tersebut dapat digunakan;

3 Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut
dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal

adalah:

a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang
memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
memenuhi kriteria pengakuan.
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4.3.2.

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui
sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak
Berwujud di kemudian hari.

C) Aset  Tidak Berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan software komputer, maka pengeluaran
yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap
pengembangan aplikasi.

8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak
Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat
disajikan sebesar nilai wajar.

9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut
nilai tercatatnya.

10)  Aset lain — lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap
disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

11)  Proses penghapusan terhadap aset lain — lain dilakukan paling
lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain
menurut ketentuan perundang-undangan.

12) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode
garis lurus.

13)  Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum,
peraturan atau kontrak.

Pengukuran Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau
jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

a.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK
merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Pengukuran PFK adalah Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun
ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara
Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang
berkepentingan.

Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan
kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang
jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara,
utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi
negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang
lainnya.

Pengukuran Utang Bunga (Acrued Interest) Nilai yang dicantumkan
dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau
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commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.
Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya
dinyatakan dalam prosentase dan periode tertentu yang telah disepakati
oleh para pihak.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat
diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah
didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini
misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang
belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau
tanggal pelaporan.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena
adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan:

1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai
transaksi dari transaksi yang terjadi.
2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang

sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat
dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan
saling mengeliminasi.
e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka
panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan
jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal neraca.
Pengukurannya yaitu Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian
lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus
kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai
yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang
beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh
peminjam sesuai perjanjian.
f. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena
adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca
seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak lain.
Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka yaitu Nilai yang dicantumkan
dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang
belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai
dengan tanggal neraca.
g. Utang Beban
Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas
mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban
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ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account

Payable).

Pengukuran Utang Beban yaitu Nilai yang dicantumkan dalam neraca

untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah

daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
h. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang

tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada

akun di atas.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar

kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang
waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
a. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang

waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-

sumber dalam negeri.

Pengukuran Utang Dalam Negeri:

1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan
komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh
pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik
seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang
dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah
sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman
akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang
dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan
dikurangi dengan pelunasan.

3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par,
ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada
akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut
mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang
pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar
pemerintah pada saat jatuh tempo.

b. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai

pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh

pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Pengukuran Utang Luar Negeri sebagai berikut:

1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal.
Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bl) pada
tanggal neraca.

2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah
daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai
yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran
ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan
lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
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menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.
C. Utang Jangka Panjang Lainnya
Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak
termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya
Utang Kemitraan.
Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya:

1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam
perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada

kebijakan aset lainnya — kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.3.Pengukuran Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.3.4.Pengukuran Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pengukuran atas Pendapatan-LRA vyaitu:

1.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, vyaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pendapatan Asli Daerah — LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima
dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

Pengukuran Pendapatan Transfer — LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi
dana yang diterima dalam RKUD.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah — LRA sesuai dengan jumlah
nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas
Daerah (RKUD).

4.3.5.Pengukuran Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau
Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut:

1.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi Klasifikasi yang ditetapkan dalam
dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan
nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang
sah.
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4.3.6.Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengukuran Transfer:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran,
transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke
Rekening Kas Umum Daerah.

2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan
Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas
pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar
diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran
transfer keluar.

4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan
dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada
pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan
yang berlaku.

4.3.7.Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.8.Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengukuran Pendapatan-LO:

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat
variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.9.Pengukuran Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
Beban diukur sesuai dengan:

44



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015

4.4.

4.5.

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang
timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban
diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa
tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang ada dalam SAP.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014, telah mendasari
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
aturan-aturan teknis lainya yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis
akrual. Walaupun belum sepenuhnya mengakomodir segala permasalahan yang timbul dalam
rangka penyusunan laporan keuangan daerah.

Kebijakan Akuntansi Tertentu.
Bahwa telah disinggung diatas, kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang betujuan untuk mengatur
penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, namun
belum seluruhnya di tuangkan dalam kebijakan akutansi tersebut, antara lain :

1. Aset tetap telah disusutkan dengan perhitungan waktu semesteran untuk aset tetap yang
diperoleh di tahun 2015 dengan metode garis lurus dan telah disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah daerah tahun 2015 tetapi penyusutan semesteran ini belum diatur
dalam kebijakan akuntansi, kemudian aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015
disusutkan 1 tahun penuh sesuai dengan kebijakan akuntansi;

2. Aset tak berwujud berdasarkan ketentuan dilakukan amortisasi setiap periode akuntansi,
tetapi dalam kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Wonosobo belum diatur
mengingat kesulitan menentukan umur ekonomis aset tersebut khususnya yang berupa
software sehingga dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 tidak
menyajikan amortisasi;

3. Laporan Operasional belum disajikan secara komparatif disebabkan kesulitan dalam
menghitung Laporan Operasional tahun sebelumnya disamping itu telah terjadi perubahan
SOTK.

4. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan baik berupa overhaul

maupun renovasi telah ditentukan dalam kebijakan akuntansi, namun untuk penambahan
masa manfaat suatu aset tetap yang diperbaiki dengan hasil perhitungan sesuai kebijakan
akuntansi melebihi masa maanfaat awalnya maka masa manfaatnya disamakan dengan
masa manfaat awal ketika aset tetap tersebut diperoleh.

5. Apabila terjadi penambahan masa manfaat aset tetap baik dari overhaul maupun renovasi
tetapi nilainya kurang dari batas minimal kapitalisasi sesuai Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 40 Tahun 2011 maka tidak akan menambah masa manfaat aset tetap tersebut.
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